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ABSTRAK 

Syarifudin Ismail (271413044) Dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum 

Terhadap Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kenderaan Bermotor, Pembimbing I Dr. Fence M. Wantu,Sh.Mh, 

Pembimbing II Ismail H. Tomu, Sh.Mh. 

Peneilitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana polisi 

lalu lintas melakukan pemeriksaan bermotor menurut Peraturan Pemerintah No. 80 

Tahun 2012 dan faktor apa yang menjadi penghambat. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris dan sumber data yang di 

gali dalam penelitian ini antara lain melalui kepustakaan beberapa buku-buku, 

wawancara, dan sumber lainya yang berkaitan dengan permasalahan. 

Dari hasil penelitian ini menujukan bahwa pelaksanaan razia lalu lintas yang 

dilakukan kepolisian belum sesuai dengan apa yang ada dalam aturan  karena masih 

di temukan razia lalu lintas seperti, di tikungan jalan, tidak memakai seragam, tidak 

memberikan isyarat adanya pemeriksaan, tidak memasang papan oeprasi razia lalu 

lintas. hal ini di sebabkan karena kurangnya perhatian dari kepolisian, namun untuk 

membentuk suatu aturan yang baik harus memiliki kesadaran dari masyarakat tentang 

taat hukum karena sebaik apapun aturan yang ada jika tidak didukung oleh 

masyarakat dan penegakan hukum yang baik maka aturan tersebut sia-sia. polri 

menemukan cara mengatasinya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan 

pencegahan dan represif. Pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa 

pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang - 

undang. Salah satunya tindakan yang harus menjadi perhatian polisi belum berjalan 

optimal. selain itu juga faktor kesadaran penegakan hukum, kesadaran dari setiap 

masyarakat terhadap peraturan, karena untuk menciptakan suatu aturan hukum yang 

baik harus memiliki hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat 

kepolisian agar terciptanya atutan hukum yang lebih efektif dan efisien. 
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